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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis memberikan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaku dalam kasus kekerasan seksual ayah terhadap anak ini harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Pelaku terbukti 

secara sah bersalah telah melakukan kekerasan seksual berupa pemaksaan 

hubungan seksual dan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar 

yang menghapus pertanggungjawabannya. Majelis hakim menilai pelaku 

sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana pelaku diwujudkan dalam kasus 

pertama pemidanaan 18 tahun penjara, Rp 1 miliar denda, dan kebiri kimia 

selama 2 tahun. Dan kasus kedua selama 12 tahun, dengan dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap 

ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) 

subsidiair 4 (empat) bulan kurungan. Hal ini dimaksudkan agar memberikan 

efek jera, mencegah mengulangi perbuatannya, melindungi kepentingan 

masyarakat, serta memulihkan korban akibat tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak ini. 

2. Hakim dinilai telah tepat mempertimbangkan pemenuhan unsur pidana 

secara yuridis dan non yuridis. Pertimbangan pertimbangan tersebut 

diperlukan agar pemidanaan selaras dengan rasa keadilan masyarakat, 

memberi efek jera dan perlindungan yang optimal bagi korban selaku anak. 
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Jenis dan lamanya hukuman penjara, denda, dan kebiri kimia yang 

dijatuhkan dinilai telah sesuai peraturan perundang-undangan dalam UU 

Perlindungan Anak dan PP turunannya. Namun perlu ada ruang bagi koreksi 

dan peninjauan kembali sistem hukuman di masa depan apabila masih 

dirasa kurang memberi perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan 

seksual anak. 

3. Perbandingan perbedaan dalam pendekatan hukuman antara kasus yang 

melibatkan orang dewasa sebagai pelaku dan kasus yang melibatkan 

seorang anak sebagai korban. Dalam kasus pertama, hukuman yang lebih 

berat diterapkan sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan kejahatan 

serius. Sementara dalam kasus kedua, pendekatan rehabilitatif lebih 

dominan, menunjukkan keinginan untuk memberikan kesempatan 

pembinaan pelaku. Perbandingan antara Putusan Nomor 

858/pid.sus/2022/PN.Bjm dan Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2014/PN.Sbs. 

menunjukkan kompleksitas dalam menangani kasus kekerasan seksual 

terhadap anak. Keduanya mencerminkan upaya untuk menjalankan keadilan 

dan perlindungan terhadap hak anak, meskipun dengan pendekatan 

hukuman yang berbeda.  

B. Saran 

Berdasarkan uraian sebelumnya ,maka adapun saran penulis sebagai 

berikut :  

1. Dalam Pertanggungjawaban Pidana Penulis menyarankan korban 

pemerkosaan diharapkan tidak takut dan malu untuk meminta 

perlindungan kepada aparat penegak hukum agar mendapatkan 
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perlindungan dan pemulihan yang layak. 

2. Dalam Dasar Pertimbangan Hakim penulis menyarankan agar Majelis 

Hakim lebih teliti dalam mempertimbangkan alat bukti agar tidak ada 

keraguan dalam  putusan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. 
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